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TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-MNAK TUNAS MUDA PKK
SELAT HULU KECAMATAN SELAT, KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS,
Membaca :'1. Surat Kepala Taman Kanak-Kanak TUNAS MUDA pKK SELAT HULU Kecamatan

Setat Nomor : 422126l0tffK 1|AffMpKl2OlS ianggat 27 Januari 2015 tentangpermohonan ljin Operasional Taman Kanak_kanak TUNAS MUDA pKK
SELAT HULU KECAMATAN SEIAI.

2. Surat Ketefangan Domisili dari Lurah Selat Hulu Kecamatan Setat
Nomor : 01/SKDKSH/|/2o.15 tanqqat. 28 Januari 2015.

3 Surat Rekomendasi Lurah Selat Hulu Nomor i 29/Rek-Kesos/Ksl-Ul/l/2015
tanggal. 28 Januari 2015

Surat Rekomendasi Kepala UPTD pendidikan Kecamatan Selst Nomor
42Ol12lUUPr D$DlKl2015 ianggat 30 Januari 2015.
Surat Rekomendasi Camat Setat Nomor 425.U03/KCS/PMD/U2O1S tanggat 29
Januari2015.
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bahwa Taman KanaK-KanaK TUI.IAS MUDA PKK SELAT
Kabupalen Kapuas telah memenuhi svarat untuk
Operasionall

HULU Kecamatan Selat
memperoleh Surat ljin

bahwa berdaserkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a . perlu
menetapkan Surat Keputusan Kepata Dinas pendidikan Kabupaten Kapu5stentang tin Operasional Penyelenggaraan Taman Kenek_Kanak
TUNAS Mt DA pKK SELAT HirLU Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penelaoan Undano_tJndano
Darurat No.3 lentang pembentukan Daerah Tin-gkat tt oi xatimantai tengai
(_Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 1953 No.S) sebagai Unda;g_
Undang ( Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun .t959 No.72: Tembus;
Lembaran Negara Repubhk tndonesia No. 1820)

Undang-Undang Nomor4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anakt
ljndang-Undang Nomor23 Tahun 2OO2 tentang perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasionat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor430.1);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daeratl
(Lembaran Negara Repub,ik lndonesia Tahun 20Oi Nomor 125. Tambahen
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437), seOagaimana ieiatr
beberapa kali diubah ierakhir dengan Undang_Undang i.loro, i-Z Tahun 2OO8
tentang perubahan kedua atas Undang-L,ndang Nomoi 32 Tahun 2004 tentano
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 59, Tambahan LembaEn Negara Repubtii tndonesis Nomor4044):
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun j992 tentang peran Serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repubht Indonesia Tahu; 1992
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Repubtrk tndonesie Nomor 34gS):
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ientang perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990 tentang pendiditan Dasar (Lembaran Neoara
Republik lndonesia Tahun lg98 Nomor gO, Tambahan iembaran Nelara
Republik lndonesia Nomor 3763);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standa. Nasional
Pendidlkan (Lembaran Negara Repubtik tndonesia TahJn 2OOS Nomor 42,
Tambahan Lembaran Nega.a Republik lndonesia Nomorzt4g6);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2OO5 tentang Badan Akreditasi Nasional
Sekoiah/Madrasah (BAN-S[r);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang pendanaan pendidikan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO8 Nomor 9.1. Tambahan
Lembaren Negara Republik lndonesia Nomor48el):

11. PeGturan Pemedntah Nomor 17 Tahun 2OlO tentang pengelolaan dan
Penyel€nggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor66 Tahun 2010;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2OO7 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

13. Peaaturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dinil

14. KeputusEn [Ienteri Pendidikan Nasional Nomor 1ZgalUt2OO4, tentang Standar
Pelayanan lvlinimal Bidang Pendidikan;

15. Peraturan Daerah Kabupalen Kapuas Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang L,rusan
Pemerintah Kabupaten Kapuas:

16. PeratuEn Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Organisasi
dan Tatakerja Dinas Daereh Kabupaten Kapuas;

17. Peraluran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor I Tahun 20j3 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupalen Kapuas.

MEMTITUSKAN
Meneiapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEIT.,IPAT

KELIIUA

ljin Operasjonal Penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak
SELAT HULU Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.

Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan
dicabut jika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan dan
Perundang-undangan yang berlaku.

ljin Operasional bedaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan di tinjau
kembali setelah jangka 2 (dua) tahun sejatari peftembangan Lembaga Taman
Kanak-Kanak yang bersangkutan.

Apabila Lefibaga Pendidikan pindah lokasi/tempat maka ijin operasional dinyatakan
Tidak berlaku.

Keputusan ini L€daku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari lerdapet kekeliruan dalam penetepen ini, akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

TUNAS MUOA PKI(

Kapuas
bruad 2015

GGAR
Tk.t tv/b
198902 1 001

Tembusan. di sampaikan kepada Ylh :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di patangka Raya_
3. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas.
4. Camat Selat di Kuala Kapuas-
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Selat diKuala Kapuas.
6. Lurah Selai Hulu di Kuala Kapuas.
7. Ars ip.
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